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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Akhir Sub Kegiatan 

Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 

dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Laporan ini 

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan publik 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.  

Laporan akhir ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas 

pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan selama 

Tahun 2025, berdasarkan pada perencanaan dan penganggaran pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang pada Dokumen Penggunaan 

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2025.  

Laporan ini berisi tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan 

Informasi Publik Tahun Anggaran 2025.Laporan ini bertujuan untuk memberikan 

informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan 

pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.Melalui penyusunan laporan 

akhir untuk sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini juga dapat memberikan 

gambaran penerapan prinsip – prinsip Good Governance, dalam rangka 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

Demikian Laporan Akhir Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini 

disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.  

Painan,     Januari 2026 
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

PPTK 

 
JORDI L. MAULANA, S.STP  

NIP. 19930624 201507 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi 

manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, 

memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia. 

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka 

penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara 

tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.Hak setiap Orang untuk 

memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas 

pelibatan masyarakat dalam prosespengambilan keputusan publik. 

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik 

sangat penting sebagai landasan hukum yangberkaitan dengan (1) Hak 

setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2)Kewajiban Badan Publik 

menyediakan dan melayani permintaan Informasi secaracepat, tepat 

waktu, biaya ringan/proporsional. 

 

Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam 

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana 

untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana 

Pemerintah KabupatenPesisir Selatan telah membentuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yangditetapkan dengn 

Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, dimana PPID Utama dijabatoleh 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 

danSekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama. Sementara itu, 

Perangkat Daerah (OPD dan Kecamatan) juga membentuk PPID 

Pelaksana pada unit kerjanya masing-masing dan ditetapkan dengan 
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Surat Keputusan Atasan PPID Pelaksanayaitu Kepala 

Dinas/Badan/Kantor dan Sekretaris OPD/Kecamatan sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).  

Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat 

Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, diharapkan memenuhi tuntuntan masyarakat dalam rangka 

memberikan pelayanan informasi dan mendorong penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era 

keterbukaan informasi saat ini.  

Untuk itu, melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan 

Pelayanan Informasi Publik diharapkan dapat mewujudkan Keterbukaan 

Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi Kabupaten 

yang Informatif dengan tujuan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. 

1.2 DASAR HUKUM  

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat dalam 

mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam memberikan layanan 

informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, Dinas Kominfo 

Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman peraturan/kebijakan sebagai 

berikut : 

No. Peraturan Tentang 

1. 
Undang-Undang Dasar Nomor 14 

Tahun 2008  
Keterbukaan Informasi Publik  

2. 
Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 61 Tahun 2010  

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

3. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 2017 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

4. 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 

1 Tahun 2021 
Standar Layanan Informasi Publik 

5. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 

2018 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkunan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 
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Selatan  

6. Keputusan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pesisir Selayan Nomor : 

500.12.18.1/7/KOMINFO-PS/2025 

Penunjukan Pejabat Layanan Informasi 

dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2025 

 

1.3. Maksud dan Tujuan  

a. Maksud 

Adapun maksud dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan 

Informasi Publik ini adalah meningkatkan pelayanan informasi publik 

guna terwujudnya transparansi dalam penyelenggraan 

pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

b. Tujuan : 

1. Membangun persamaan persepsi tentang keterbukaan informasi 

publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pelaksana yang berkompeten 

dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik secara efektif. 

3. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menghasilkan 

layanan Informasi Publik yang berkualitas. 

4. Terlaksananya publikasi dan dokumentasi informasi pemerintahan 

Kabupaten Pesisir Selatan 

5. Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang 

dikecualikan Tahun 2025 

6. Terlaksananya Monotirng dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan ikut serta dalam 

Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera 

Barat. 
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1.4. Sasaran  

Adapun sasaran dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan 

Informasi Publikadalah sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan  Informasi Publik terdiri dari rapat 

koordinasi dan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka penguatan 

tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). 

b. Pengumpulan, Klasifikasi dan Validasi data informasi publik di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 

c. Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir 

Selatan  

d. Tersedianya daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat 

secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana. 

1.5. Organisasi 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinasi Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

1. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. 

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. 

4. Bendahara Pengeluaran : Bendahara pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. 

1.6. Lokasi  

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 

dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan. 
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1.7. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 

dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu dari bulan Januari s/d Desember 

2025. 

1.8. Keluaran dan Hasil  

1. Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan 

Informasi Publik ini adalah jumlah dokumen hasil pelayanan informasi 

publik. 

2. Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan 

Informasi Publik ini adalah persentase informasi dan komunikasi 

publik yang dipublikasikan dan dapat diakses masyarakat. 

1.9. Anggaran  

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan 

Informasi Publik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan total 

anggaran sebesar Rp. 180.770.376,-(seratus delapan puluh juta tujuh 

ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam). 
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BAB II 

 PELAKSANAAN KEGIATAN  

2.1 Pelaksanaan Kegiatan  

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 

Anggaran 2025dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

1. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID 

Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi 

publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pembinaan PPID Nagari Air Haji Barat  
 

 
Pembinaan PPID Nagari Perwakilan Pada Monev KIP Tk. Sumbar Tahun 2025 

 

2. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik 

(DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang 

terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman 

website:https://ppid.pesisirselatankab.go.id/yang diklasifikasikan 

dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir 

https://ppid.pesisirselatankab.go.id/
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Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2025untuk masing-

masing kategori adalah sebagai berikut :  

a. PPID Pelaksana  :3.326 DIP 

b. Nagari   : 1.570 DIP 

Total   4.896 DIP 

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar 

Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website 

PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama 

telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi 

Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari yaitu 

sebagai berikut : 

No. Badan Publik 
Target DIP/ 

Tahun 
Target Berita/ 

Tahun 

1 Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ 
Badan/Dinas 

100 Dokumen 60 Berita 

2 Badan/Dinas Yang Memiliki Unit 
Pelaksana Teknis/Unit Kerja Layanan 

200 Dokumen 60 Berita 

3 Rumah Sakit Umum Daerah 200 Dokumen 60 Berita 

4 Kecamatan 75 Dokumen 48 Berita 

5 Pemerintahan Nagari 60 Dokumen 36 Berita 

    
 

Berikut jumlah publikasi DIP dan berita untuk masing-masing Perangkat Daerah, 

Kecamatan dan Nagari : 

A. PERANGKAT DAERAH 

NO. PERANGKAT DAERAH 
JUMLAH 

DIP  
JUMLAH 
BERITA 

TOTAL 
(70%*DIP + 

30%*BERITA) 

1 DINAS KESEHATAN* 290 833 100,00 

2 DINAS PERTANIAN 231 203 100,00 

3 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, 
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

212 71 100,00 

4 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 115 73 100,00 

5 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

114 24 82,00 

6 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 130 24 82,00 

7 DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA 83 44 80,10 

8 
BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN 

80 45 78,50 

9 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 

40 85 58,00 

10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 81 0 56,70 

11 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI 31 119 51,70 
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12 
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

50 10 40,00 

13 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH 

20 44 36,00 

14 INSPEKTORAT 40 10 33,00 

15 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

41 1 29,20 

16 RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN* 29 37 28,65 

17 DINAS PERHUBUNGAN 38 1 27,10 

18 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 23 12 22,10 

19 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN* 24 21 18,90 

20 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

23 0 16,10 

21 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN 
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LH 

16 1 11,70 

22 RSUD TAPAN* 3 17 9,55 

23 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 
SIPIL* 

2 16 8,70 

24 SEKRETARIAT DAERAH 6 0 4,20 

25 
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

0 5 2,50 

26 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH 

0 2 1,00 

27 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 
PEMADAM KEBAKARAN 

0 0 0,00 

  JUMLAH TOTAL 1.722 1.698   

 

B. KECAMATAN 

NO. KECAMATAN 
JUMLAH 

DIP  
JUMLAH 
BERITA 

TOTAL 
(70%*DIP + 

30%*BERITA) 

1 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 230 370 100,00 

2 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI 391 241 100,00 

3 KECAMATAN PANCUNG SOAL 202 286 100,00 

4 KECAMATAN BATANG KAPAS 347 181 100,00 

5 KECAMATAN AIRPURA 125 212 100,00 

6 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 65 85 90,67 

7 KECAMATAN IV JURAI 38 171 65,47 

8 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA 55 23 70,50 

9 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 29 151 57,07 

10 KECAMATAN SILAUT 40 2 39,00 

11 KECAMATAN LUNANG 0 76 30,00 

12 KECAMATAN RANAH PESISIR 8 22 25,80 

13 KECAMATAN SUTERA 11 1 11,10 
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14 KECAMATAN LENGAYANG 0 8 6,67 

15 KECAMATAN BAYANG 0 0 0,00 

JUMLAH TOTAL 1.541 1.829   

 

4. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun 2025dan menyerahkan ke Komisi Informasi 

Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perki Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.  

 

5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Publik Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 

yang dilaksanakan dari bulan November – Desember 2025.  

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 

memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi 

Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten 

Pesisir Selatan2025, dalam penilaiannya menggunakan indikator 

sebagai berikut : 

NO. 
INDIKATOR  
PENILAIAN 

DESKRIPSI PARAMETER 

1. DIGITALISASI Digitalisasi yang 
mendukung, 
mempermudah dan 
meningkatkan aksesibilitas 
dalam proses pelayanan 
informasi publik. 

1. Elektronik dan 

Digitalisasi  

2. Non Elektronik   

2. KUALITAS 
INFORMASI  

Mutu informasi 
berdasarkan relevansi, 
akurasi dan kekinian 
(terbaru) 

1. Informasi wajib 

disediakan dan 

diumumkan berkala 

2.  Informasi barang 

dan jasa 

3. JENIS INFORMASI  Informasi terbuka 
berdasarkan pasal 13 Perki 
No. 1 Tahun 2021 tentang 
SLIP  

1. Informasi yang 

Tersedia Setiap Saat 

2. Informasi yang 

Dikecualikan 

3. Daftar Informasi 

Publik 

4.  KOMITMEN  

ORGANISASI  

Berkaitan dukungan 
terhadap keterbukaan 
informasi yang meliputi 

1. Profil PPID lengkap 

disertai tugas, 
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anggaran, SDM, regulasi 
dan tupoksi  

legalitas dan struktur 

2. Kepatuhan 

menjalankan regulasi 

tentang keterbukaan 

informasi publik 

5. SARANA DAN 
PRASARANA 

Sarana dan Prasarana 
yang mendukung dan 
mempermudah pelayanan 
informasi publik 

1. Fasilitas Fisik, seperti 

ruang layanan/desk 

layanan, papan 

informasi, dan lain–

lain. 

2. Fasilitas Non Fisik, 

seperti formulir 

permohonan 

informasi, tanda 

terima, formulir 

keberatan, Buku 

Register, dan lain-

lain. 

6.  INOVASI DAN 
STRATEGI 

Pengembangan atau 
keterbaruan berbentuk 
digital dan non digital dan 
sebuah penciptaan ide, 
perencanaan  
terorganisir terkait strategi  
pengembangan 
keterbukaan informasi. 

Presentasi  

 

Selain indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan 

melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi 

dalam implementasi Undang-Undang KIP yang dinilai melalui 

visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Secara teknis 

tahapan dari pemeringkatan ini dilakukan dalam 4 tahapan yaitu :  

1. Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik,  

2. Tahap verifikasi kuesioner dan website dan  

3. Tahap visitasi/kunjungan lapangan ke 5 (lima) besar 

Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing 

kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.  

4. Penganugerahan/Pengumuman hasil Monev KIP Tahun 

2025. 
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Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri 

dari : 

Indikator Penilaian dan Klasifikasi Pengelompokan Bobot Penilaian 

No. INDIKATOR PENILAIAN 
KLASIFIKASI 

PENGELOMPOKAN 
PENILAIAN 

BOBOT 
DISTRIBUSI 

PERSENTASE 

A KUESIONER  Kuesioner Penilaian 
Mandiri/ Self 
Assesment 

Quitionaire (SAQ) 

10 % 10%  

B VERIFIKASI  

SAQ 

80%  

100% 

I Verifikasi Kuesioner dan Website 

90% 

 

 1. Digitalasi  10% 

 2. Jenis Informasi  25% 

 3. Kualitas Informasi  25% 

 4. Komitmen Organisasi  20% 

 5. Sarana dan Prasarana 20% 

II Persentase DIP dan Berita yang 
dipublikasi 

DIP dan Berita 10% 10% 

C PRESENTASI  

Komitmen, Inovasi 
dan Strategi 

10%  

100% 

I Presentasi Pimpinan   

 1. Komitmen 

5% 

20% 

 2. Koordinasi 20% 

 3. Komunikasi  20% 

 4. Kolaborasi 20% 

 5. Konsistensi 20% 

II Verifikasi Faktual Dokumen  5%   

 

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrument yang digunakan tersebut 

akan menghasilkan nilai dan kualifikasi untuk masing-masing Badan Publik, 

sebagai berikut : 

No. Kualifikasi Nilai Notifikasi 

1. Informatif 85 – 100  Hijau 

2. Menuju Informatif 80 – 84,9 Biru 

3. Cukup Informatif 55 – 74,9 Oranye 

4. Kurang Informatif 40 – 54.9 Kuning 

5. Tidak Informatif < 39,9 Merah 
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Dari hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2025,Jumlah Badan Publik yang mengisi/mengembalikan Kuesioner Penilaian 

Mandiri/ Self Assesment Questionnaire (SAQ): 

1. Perangkat Daerah sebanyak 18 OPD (72 %) 

2. Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan (53,33 %) 

3. Nagari sebanyak 14 Nagari 

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam Monev KIP Tingkat 

Kabupaten Pesisir Selatan, maka selanjutnya ditetapkan Surat Keputusan 

Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/217/KOMINFO-PS/2025 tentang Hasil 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut : 

I. KATEGORI  : PERANGKAT DAERAH  

NO. NAMA OPD 
TOTAL 
NILAI 

TAHAP 1  

NILAI 
PRESENTASI 

TOTAL  KUALIFIKASI  KETERANGAN  

1 DINAS KESEHATAN  76,32 9,80 86,12 Informatif Terbaik 1 

2 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN 

76,25 8,84 85,08 Informatif Terbaik 2 

3 
BADAN PERENCANAAN DAERAH 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

70,32 9,34 79,66 Menuju Informatif Terbaik 3 

5 
BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN 
ASET DAERAH 

69,80 7,61 77,41 Menuju Informatif Terbaik 4 

4 RSUD dr. M.ZEIN PAINAN 66,96 8,60 75,56 Menuju Informatif Terbaik 5 

6 
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK 

49,32 0,00 49,32 Kurang Informatif   

7 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU 

47,04 0,00 47,04 Kurang Informatif   

8 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK 

42,70 0,00 42,70 Kurang Informatif   

9 DINAS PERTANIAN  41,73 0,00 41,73 Kurang Informatif   

10 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG 

37,99 0,00 37,99 Tidak Informatif   

11 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL 

MENENGAH DAN TENAGA KERJA 
35,60 0,00 35,60 Tidak Informatif   

12 
DINAS PERUMAHAN KAWASAN 
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

27,50 0,00 27,50 Tidak Informatif   

13 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 25,58 0,00 25,58 Tidak Informatif   

14 INSPEKTORAT DAERAH 21,73 0,00 21,73 Tidak Informatif   

15 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

18,92 0,00 18,92 Tidak Informatif   

16 
BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

18,31 0,00 18,31 Tidak Informatif   
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17 DINAS PERHUBUNGAN  16,55 0,00 16,55 Tidak Informatif 
  

18 
DINAS PERDAGANGAN DAN 
TRANSMIGRASI 

16,43 0,00 16,43 Tidak Informatif 
  

19 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KB 

4,64 0,00 4,64   
Tidak mengisi 

kuesioner 

20 
DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 

1,51 0,00 1,51   
Tidak mengisi 

kuesioner 

26 RSUD TAPAN 0,76 0,00 0,76   
Tidak mengisi 

kuesioner 

21 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

CATATAN SIPIL 
0,70 0,00 0,70   

Tidak mengisi 

kuesioner 

22 SEKRETARIAT DAERAH 0,34 0,00 0,34   
Tidak mengisi 

kuesioner 

23 
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

0,20 0,00 0,20   
Tidak mengisi 

kuesioner 

24 
SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

0,08 0,00 0,08   
Tidak mengisi 

kuesioner 

25 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

DAN PEMADAM KEBAKARAN 
0,00 0,00 0,00   

Tidak mengisi 

kuesioner 

 

II. KATEGORI  : KECAMATAN 

NO. NAMA KECAMATAN  

NILAI 

TAHAP 
1  

NILAI 

PRESENTASI 
TOTAL  KUALIFIKASI  KETERANGAN  

1 BASA AMPEK BALAI TAPAN 78,95 9,68 88,63 Informatif Terbaik 1 

2 LINGGO SARI BAGANTI 77,25 9,37 86,61 Informatif Terbaik 2 

3 BATANG KAPAS 71,44 9,32 80,76 
Menuju 

Informatif 
Terbaik 3 

4 RANAH AMPEK HULU  TAPAN 69,18 9,60 78,78 
Menuju 

Informatif 
Terbaik 4 

5 AIRPURA 66,71 9,12 75,83 
Menuju 

Informatif 
Terbaik 5 

6 PANCUNG SOAL 48,19 0,00 48,19 
Kurang 

Informatif 
  

7 SILAUT 38,03 0,00 38,03 
Kurang 

Informatif 
  

8 IV JURAI  37,85 0,00 37,85 
Kurang 

Informatif 
  

9 BAYANG UTARA 5,64   5,64   
Tidak mengisi 

kuesioner 

10 KOTO XI TARUSAN  4,57   4,57   
Tidak mengisi 

kuesioner 

11 LUNANG  2,40   2,40   
Tidak mengisi 

kuesioner 

12 RANAH PESISIR  2,06   2,06   
Tidak mengisi 

kuesioner 

13 SUTERA 0,89   0,89   
Tidak mengisi 

kuesioner 

14 LENGAYANG  0,53   0,53   
Tidak mengisi 

kuesioner 

15 BAYANG  0,00   0,00   
Tidak mengisi 

kuesioner 
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III. KATEGORI  : PEMERINTAHAN NAGARI 

NO. NAMA NAGARI 
NILAI 

TAHAP 1 
NILAI 

PRESENTASI  
TOTAL KUALIFIKASI  KETERANGAN  

1 AIR HAJI BARAT 90,00 9,80 99,80 Informatif Terbaik 1 

2 MUARA INDERAPURA 90,00 9,65 99,65 Informatif Terbaik 2 

3 PASAR BARU 67,05 8,95 76,00 
Menuju 

Informatif 
Terbaik 3 

4 TANAH BAKALI INDERAPURA 65,60 8,99 74,59 
Cukup 

Informatif 
Terbaik 4 

5 TUIK IV KOTO MUDIEK 54,80 4,25 59,05 
Cukup 

Informatif 
Terbaik 5 

6 
KOTO NAN TIGO SELATAN 
SURANTIH 

25,24 0,00 25,24 
Tidak 

Informatif 
  

7 
KOTO NAN TIGO UTARA 

SURANTIH 
23,71 0,00 23,71 

Tidak 

Informatif 
  

8 INDERAPURA 22,89 0,00 22,89   
Tidak mengisi 

kuesioner 

9 
SUNGAI NYALO IV KOTO 
MUDIEK 

22,29 0,00 22,29   
Tidak mengisi 

kuesioner 

10 SIMPANG LAMA INDERAPURA 21,71 0,00 21,71   
Tidak mengisi 

kuesioner 

11 
KOTO NAN DUO IV KOTO 
HILIE 

21,71 0,00 21,71   
Tidak mengisi 

kuesioner 

12 
KOTO NAN TIGO IV KOTO 
HILIE 

21,71 0,00 21,71   
Tidak mengisi 

kuesioner 

13 SIGUNTUR 21,14 0,00 21,14   
Tidak mengisi 

kuesioner 

14 TALUAK 21,14 0,00 21,14   
Tidak mengisi 

kuesioner 

 
 

PPID Pelaksana dan PPID Nagari terbaik mendapatkan Piagam Penghargan dan 

Hadiah Uang Tunai sebesar berikut : 

1. Terbaik I : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) 

2. Terbaik II : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

3. Terbaik III : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) 

4. Terbaik IV : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) 

5. Terbaik V  : Rp.   500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) 
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6. Penganugerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun 2025. Penyerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP 

Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diberikan kepada 5 (lima) 

Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai 

tertinggi untuk masing–masing kategori dan akan mendapatkan 

penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan.Penganugerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diserahkan langsung oleh Bupati 

Pesisir Selatan di halaman Kantor Bupati tanggal 29 Desember 2025, 

pada saat apel gabungan dan dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Prov. 

Sumbar Musfi Yendra, S.IP, M.Si dan Tim Penilai Monev KIP Tahun 

2025. 

2.2 Realisasi Keuangan 

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan 

anggaran sebesar Rp. 180.770.376,- (Seratus delapan puluh juta tujuh 

ratus tujuh puluh ribu tiga ratis tujuh puluh enam rupiah) dengan teralisasi 

sebesar Rp 162.677.340,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh 

puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 91,76% 

dengan realisasi fisik 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

 

(Rp) (%)

1 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.239.744 15.697.000 96,66 100 542.744

2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 7.251.232 5.889.900 81,23 100 1.361.332

3 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 100.000 33,33 100 200.000

4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman rapat 10.416.900 10.362.000 99,47 100 54.900

5 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembawa Acara dan Panitia 6.100.000 550.000 9,02 100 5.550.000

6 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniawan 400.000 200.000 50,00 100 200.000

7 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000 24.000.000 100,00 100 0

8 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 25.000.000 21.600.000 86,40 100 3.400.000

9 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000 8.500.000 94,44 100 500.000

10 5.1.02.01.01.0063 Belanja Kawat/Fasilmili/Internet/TV Berlangganan 0 0 0,00 100 0

11 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.520.000 19.920.000 97,08 100 600.000

12 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000 1.500.000 50,00 100 1.500.000

13 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.937.500 22.003.700 95,93 100 933.800

14 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.605.000 8.550.930 99,37 100 54.070

15 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0,00 100 0

16 5.1.02.04.01.0005 Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan 27.000.000 27.000.000 100,00 100 0

180.770.376Rp   165.873.530Rp 14.896.846Rp 

NO

JUMLAH

Realisasi 

Fisik (%)

Sisa 

Anggaran 

REALISASI KEUANGAN 
Kode Rekening Uraian

 Jumlah 

Anggaran 
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2.3 Capaian PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera 

Barat Nomor : 03/KEP/KI-PSB/XI/2025 tentang Penetapan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik 

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meraih Terbaik II 

dengan predikat “Informatif”dan Nilai “98”untuk kategori Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.  

Selain itu, melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan 

oleh Tim PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kominfo, 2 (dua) 

nagari Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Nagari Air Haji Barat 

meraih prestasi sebagai Terbaik I dengan Predikat “Informatif”dan 

Nagari Muara Inderapura sebagai Terbaik II dengan Predikat 

“Informatif”dalam Monitoring dan Evaluasi KeterbukaanInformasi Publik 

Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. 
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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 

Anggaran 2025 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik telah melakukan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan uraian laporan 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlaksana dengan baik sesuai 

dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Namun demikian 

masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan layanan informasi yang 

berkualitas dan memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan 

sederhana.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja PPID lingkup Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo selaku PPID 

Utama serta menimbang kendala dan hambatan yang muncul, berikut 

beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu : 

1. Megoptimalkan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis bagi 

pengelola PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

terutama Pemerintahan Nagari yang masih banyak belum membentuk 

PPID guna memenuhi hak masyarakat akan informasi; 

2. Menetapkan dan memutakhiran Standar Operassional Prosedur (SOP) 

terkait Layanan Informasi Publik terutama pada PPID Pelaksana dan 

PPID Nagari; 

3. Meningkatkan pemanfaatan kanal media sosial secara optimal sebagai 

sarana publikasi informasi program dan kegiatan pemerintah daerah; 

4. Menyebarluaskan semangat dan komitmen mewujudkan Keterbukaan 

Informasi Publik pada Badan Publik lainnya di Kabupaten Pesisir 

Selatan seperti BUMD, Instansi Vertikal dan sekolah.  

5. Menambah kategori Puskesmas pada Monev Keterbukaan Informasi 

Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya.  
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6. Dengan rendahnya tingkat partisipasi PPID Nagari dalam keikutsertaan 

pada monev KIP Tahun 2025 maka perlu adanya tindak lanjut dan 

regulasi bagi Pemerintahan Nagari dalam mewujudkan keterbukaan 

informasi publik di Nagari masing-masing, terutama nagari yang berada 

di Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan  

Demikian laporan akhir Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini dibuat, 

sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kominfo 

Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

ke depannya. 

 

  Painan,     Januari 2026 

 

Sekretaris  

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

 
HAMDI, S.Pt, M.Si 

NIP. 19740530 200003 1 005 

 

 

  

Kabid Informasi dan Komunikasi Publik 

PPTK  

 

 

 

 

 

JORDI L. MAULANA, S.STP 

NIP. 19930624 201507 1 001 

 

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kab.Pessel 

Pengguna Anggaran (PA) 

 
WENDI, S.H., M.Hum. 

NIP. 19760407 199803 1 005 
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Pertemuan Tim Monev KI Sumbar dengan 
Bupati Pesisir Selatan  

Visitasi/Verifikasi Faktual Komisi Informasi 
Prov. Sumbar ke Nagari Air Haji Barat   

 

Visitasi/Verifikasi Faktual Komisi Informasi 
Prov. Sumbar ke Nagari Muara Inderapura 

 

Visitasi/Verifikasi Faktual Komisi Informasi 
Prov. Sumbar ke Dinas Kominfo selaku PPID 

Utama Kab. Pesisir Selatan  
 

 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi Badan Publik dalam 
rangka Monitoring dan Evaluasi 
Keterbukaan Informasi Publik 

Tingkat Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2025 di Kantor Komisi 

Informasi Prov. Sumbar 
 

Padang, 7 Oktober 2025 
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Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Sumatera Barat Tahun 2025  

di Istana Gurbernur Sumbar. Padang, 18 November 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 
2025  

Di Hotel Triza Painan,18 November 2025 

 
Kunjungan Bawaslu Pessel ke Dinas Kominfo selaku PPID Kab. Pesisir Selatan  
Dalam rangka Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  

27 Juli 2025 
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Anugerah/Pengumuman Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Di Hotel Triza Painan,18 November 2025 
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1. DPA Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik  

2. SK PPID Kabupaten Pesisir Selatan  

3. SK Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tk. Sumbar Tahun 2025 

4. SK Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pessel Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  
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DPA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
TAHUN ANGGARAN 2025 
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SK PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 
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SK HASIL MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  

TINGKAT SUMATERA BARAT TAHUN 2025 
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